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PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 101 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TARGET KINERJA PENERIMAAN

PAJAK DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

®

BUPATI SEMARANG,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan
bahwa Insentif pemungutan pajak daerah dapat diberikan kepada
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak apabila mencapai Kinerja tertentu ;

bahwa kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut
diatas adalah merupakan pencapaian target penerimaan pajak yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati;

bahwa agar capaian atas kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kepastian hukum
maka perlu diatur capaian terhadap target kinerja dimaksud beserta
tata cara pemberiannya ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Semarang;

Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi  Jawa
Tengah ; .

Undang — Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas —
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II
Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
118, Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;
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Undang ~ Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang —
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat IT Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah secbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
16) ;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN
TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
SEMARANG.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten

Semarang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan

subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak

kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

8. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan

yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanaan pemungutan

Pajak.

9. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam
Peraturan Kepala Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diberikannya insentif pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan :

a. kinerja instansi pelaksana pemungut pajak;

b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai intansi pelaksana pemungut pajak;
¢. pendapatan daerah ; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.




Pasal 3
Tujuan diberikannya insentif pemungutan pajak adalah untuk menambah penghasilan pejabat /

pegawai pelaksana pemungut pajak sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak.

BABIII -

PENERIMA INSENTIF
Pasal 4

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada:
a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; dan
c. Pejabat dan / atau pegawai Intansi pelaksana pemungut pajak.

(3) Pemberian insentif pemungutan pajak daerah kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal
belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan

Pasal 5
Penerima dan Besaran insentif pemungutan pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABIV
TARGET KINERJA
Pasal 6

(1) Insentif pemungutan pajak diberikan berdasarkan capaian kinerja tertentu .

(2) Penjabaran Capaian target penerimaan Pajak Daerah diatur sebagai berikut :
a. sampai dengan triwulan | : 15 % (lima belas per seratus );

b. sampai dengan triwulan IT  : 40 % ( empat puluh per seratus );
¢. sampai dengan trwulan Il : 75 % ( tujuh puluh lima per seratus );
d. sampai dengan triwulan IV : 100 % ( seratus per seratus ).

(3) Target penerimaan per jenis pajak selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BABV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7
(1) Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(2) Dalam target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut

dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang
ditentukan.




(3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak
membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau
terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggran berkenaan, maka
pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya disesuaikan
dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. '
BAB VI .
SUMBER INSENTIF
Pasal 9

Insentif pemungutan pajak bersumber dari pendapatan pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang — undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

(1) Kepala SKPD pelaksana pemungut pajak menyusun penganggaran insentif pemungutan
pajak berdasarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku.

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam belanja tidak
langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif
pemungutan pajak serta rincian subyek belanja pajak.

(3) Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang — undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan APBD Tahun

Anggaran 2010 dan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang — undangan yang
berlaku.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
i’eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 ~y -~ Joro

bimdmgkm di Ungaran
pada tanggal 30112010

 PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 101




